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Hakekat dan Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal  

Menurut Hukum Positif Indonesia 

Oleh: Mokh. Thoif 

 

Latar Belakang Masalah 

Seseorang atau sebuah komunitas manusia muncul kebutuhan belajar (kebutuhan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap), maka disitu sebaiknya pendidikan non formal hadir. 

Dalam kapasitas inilah pendidikan non formal dikatakan bersifat multi audiens, tidak saja 

ditinjau dari segiusia, tetapi juga karakteristik individu dan sosial seperti jenis kelamin dan 

gender, demografi, geografis, pekerjaan, latar pendidikan formal, dan sebagainya. 

Sungguh sangat banyak kebutuhan belajar manusia yang hanya bisa didekati dan 

diselesaikan melalui pendidikan non formal. Sementara jelas sekali bahwa kemampuan sekolah 

menjangkau dan memenuhi kebutuhan belajar khalayak sasaran di luar main stream sekolah 

(persyaratan usia, syarat pendidikan pendahuluan, tempat tinggal, dan prasyarat formal lainnya) 

sangat terbatas. 

Dengan demikian khalayak sasaran pendidikan non formal adalah semua orang yang 

membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan 

sikap) dalam upaya menggapai derajat, martabat, dan kualitas hidup yang lebih baik, lebih indah, 

lebih bernilai, dan lebih bermakna. 

Satuan Pendidikan NonFormal Pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dimasukkan dalam di ranah Direktorat PNFP (Pendidikan Non formal dan   Pemuda).  Berdasarkan   

UU tersebut jalur, jenis, dan satuan PNF mengalami perubahan guna disesuaikan dengan tuntutan 

masyarakat tentang pendidikan. 

 

 

Satuan pendidikan non formal diperluas menjadi enam yaitu: 
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a. Lembaga kursus  

Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdidri atas sekumpulan warga 

masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi 

warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat atau jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Lembaga pelatihan 

c. Kelompok belajar 

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan 

warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam 

rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan. 

Napitupulu menjelaskan perkataan kejar di samping mengandung arti harfiah yakni 

mengejar ketinggalan-ketinggalan, juga sebagai dua akronim dari belajar dan bekerja serta 

kelompok belajar. Kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa program kejar dijalankan untuk 

mengejar ketinggalan, bersifat belejar dan bekerja, menggunakan wadah kelompok pelajar. 

Program kejar di klasifikasikan menjadi dua yakni: 

1. Kelompok Belajar Fungsional (termasuk didalam kelompok ini adalah: Keaksaraan 

fungsional, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kelompok Pemuda Produktif Pedesaan 

(KPPP), Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (KPSM), dan Kelompok 

Pemuda Produktif Mandiri (KPPM) 

2. Kelompok Belajar Kesetaraan ( Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara dengan 

SMP, Kelompok Belajar Paket C setara dengan SMA ) 

Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan 

memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin 

akan digarap oleh berbagai lembaga, sebaliknya mungkin suatu program yang memerlukan 

penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga. 
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Oleh karena itu koordinasi antar  pihak  penyelenggara  program pendidikan nonformal  

sangar  diperlukan  untuk   meningkatkan   efisiensi   dan efektivitas perencanaan ,   pelaksanaan   

dan   evaluasi   program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih 

terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. 

Tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara 

kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian 

terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman  

pendidikan  nonformal. Keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa 

pengabdian kepada masyarakat atau kerena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka 

bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal. 

Kenyataan ini sering mempengaruhi cara penampilan mereka dalam proses pembelajaran   

anatara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar pada Pendidikan formal di dalam 

pendidikan nonformal sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip pembalajaran dalam Pendidikan nonformal. Pengelolaan program pendidikan   

nonformal memerlukan pendekatan dan keterampilan yang relatif berbeda dengan pengelolaan 

program pendidikan formal. Untuk mengatasi kelemahan itu maka diperlukan upaya 

peningkatan kemampuan tenaga pendidik yang ada dalam pengadaan tenaga profesional 

pendidikan nonformal. 

Kelemahan motivasi belajar peserta didik relative rendah. Kelemahan ini berkaitan 

dengan : 

1. Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya dari pada Pendidikan formal yang 

peserta didiknya  memiliki motivasi kuat untuk perolehan ijazah. 

2. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang 

pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran 

pendidikan nonformal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat 

peserta didik. 
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3. Masih terdapat program pendidikan yang berkaitan dengan upaya membekali peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, tidak dilengkapai 

dengan masukan lain (other input) sehingga peserta didik atau lul usan tidak dapat 

menerapkan hasil be lajarnya. 

4. Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statu snya dibandingkan 

status pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut 

pertama berada dalam pengaruh 1ulusan pendidikan nonformal. 

Sistem pendidikan nasional dirancang sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan tanpa 

terkecuali. Hal ini secara eksplisit telah dituangkan dalam Amandemen Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, 

yang secara khusus tercantum pada pasal 31 sebagai berikut : Pasal 3 l Ayat (1) "Setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan" Pasal 31 Ayat (2) "Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". 

Sementara itu, pasal 5 ayat 1 Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara inilah 

pendidikan diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu formal, non formal, dan informal. 

Kelahiran jalur pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tidak 

bisa dilepaskan dari kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan yang lengkap pada jalur 

nonkonvensional (diluar sistem persekolahan). Apabila diletakkan Proklamasi Kemerdekaan Rl 

sebagai titik mula sejarah bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kelahiran institusi  

pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi tuntutan tersedianya 1ayanan pendidikan warga 

negara diluar sistem sekolah. 

Dengan keterbatasan daya  jangkau  sekolah  dan  ketetatan  prasyarat  input maupun proses 

pendidikan di persekolahan, maka kehadiran pendidikan non formal sebagai sebuah institusi adalah 
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sebuah keniscayaan.1 

Secara politic dan yuridis formal, kedudukan pendidikan non formal sebagai pranata didukung 

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 ayat (1) 

UU No. 20 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas 

pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi 

dan memperkaya. 

Selanjutnya pada pasal 26 (ayat 1 ) disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan 

bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat (ayat (1)). 

Sebagai pelengkap, penambah, dan atau pengganti pendidikan formal, pendidikan nonformal 

memiliki peran yang sarna pentingnya atau bahkan lebih strategis dibanding pendidikan formal 

karena melalui jalur pendidikan nonformal seseorang  akan  memperoleh  pendidikan  secara  lebih  

komprehensif terutama didalam menghadapi dan menyelesaikan segala macam perinasalahan 

kehidupan. 

Mengingat   arti  penting  pelayanan   pendidikan  nonformal  hendaknya  dapat dilaksanakan 

secara optimal,  bermutu,  efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara material  dan  

spiritual.  Oleh  karena  itu,  perlu banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan 

pendidikan nonformal. Pelaksanaan pelayanan pendidikan non formal yang optimal dan peningkat an 

mutunya tidak mungkin tidak bergantung pula dari penghargaan dan  perlindungan bagi para 

pelaksananya; yaitu para  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  pendidik dari  non formal. 

Perlindungan dan penghargaan bagi pendidik non formal  ini  turut menentukan sukses tidaknya 

pelayanan pendidikan non formal di  lapangan.  oleh karena itu program pemberian bantuan hukum 

bagi pendidik non formal adalah merupakan adalah bagian penting dari perlindungan profesi  

 

1 Widya Ayu Puspita, Pembinaan PTK- PNF Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM Jurnai J/iniah 

VISI PTK- PNF. Vol.2, N0 l-2007 
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pendidik  non  formal yang perlu mendapat perhatian khusus. 

Dengan adanya penghargaan dan perlindungan yang diberikan secara optimal kepada 

pendidik non formal maka akan tercipta rasa aman bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya. 

selain itu pemberian perlindungan hukum terhadap ptk-pnf akan menjamin terpenuhinya hak-

hak pendidik non formal sehingga pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisime dan 

kesejahteraan mereka, dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pencapaian mutu Pendidikan 

Non Formal dan mutu Pendidikan secara luas. 

Di sisi lain terdapat Otonomi pendidikan yang menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah  diaturnya  Hak  dan Kewajiban Warga  

Negara,  Orang  tua,  Masyarakat  dan  Pemerintah.  Yang sangat menarik juga adalah adanya 

Hak dan Ke wajiban Masyarakat. Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 

Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan”.  Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat  (2)  “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara   

yang berusia tujuh sampai lima belas tahun” . 

Dengan demikian  guna  mewujudkan  capaian  target  sasaran,  diperlukan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang tidak hanya pada  jalur  formal saja , namun juga pada jalur nonformal. Kondisi 

pendidik non formal selama ini masih sangat membutuhkan dukungan  pembinaan  dari   Pemerintah   

Pusat mau pun Daerah sehingga pendidik non formal dapat juga membantu  percepatan  penuntasan  

wajar buta diknas dan penuntasan buta aksara. 

Disamping  itu  program  pendidikan  kesetaraan  dapat  dilaksanakan diberbagai tempat yang 

sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi, seperti gedung sekolah, Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), rumah ibadah, pusat-pusat majelis taklim, balai desa, kantor 

organisasi-organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan tempat-tempat lain yang layak juga 



 

7 
 

sangat membutuhkan layanan tenaga pendidik dan kependidikan.2 

Berbagai   permasalahan   masih   sering  dihadapi oleh tenaga pendidik non formal tersebut, 

dimana semestinya mereka mendapat jaminan perlindungan berdasarkan undang-undang. Pada 

kenyataannya, kondisi ketidaknyamanan masih terus dialami oleh pendidik non formal tanpa adanya 

sistem perlindungan yang memadai. Pihak pendidik non formal belum banyak memahami apa itu  

perlindungan dan bagaimana perlindungan itu dapat dilaksanakan. 

Mengikuti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  justru  ada temuan bahwa belum 

ada perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik non formal. Tenaga pendidik non formal belum 

maksimal dalam mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dengan latar belakang yang disampaikan, maka dipilihlah judul disertasi “ Hakekat dan 

Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal Menurut Hukum Positif Indonesia “ 

Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan 

otonomi pendidikan, yaitu : 

1. Bagaimana landasan hukum Hakekat Dan Kedudukan Pendidik Pendidikan Non Formal 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaturan pendidik non-formal dalam hukum kependidikan di Indonesia ? 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalaah sebagai berikut : 

1. Meneliti dan menemukan solusi hakikat dan kedudukan hukum pendidik non formal 

menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Untuk mengetahui pengaturan pendidik non-formal dalam hukum positif di Indonesia 

 

 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 
2 S. Wisni Septiani & Mulyadi, Memaknai Kembali Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Pendidikan 

Nonformal. JumaiIlmiah VISI PTK-PNF Vol.2 No.2:2007, h..22. 
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1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, pada khususnya ilmu Hukum Kependidikan dan Pengelolaan Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah, pusat dan daerah serta 

masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan dan eksekusi penerapan hukum 

kependidikan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia dan khususn ya di Kabupaten 

Tuban. 

 

Konsep Pendidikan Non Formal 

Pendapat para pakar Pendidikan non formal mengenai definisi pendidikan non formal 

cukup bervariasi. Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan nonformal adalah setiap  

kegiatan Pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik 

tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang 1uas, yang dimaksudkan untuk 

memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.3 

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana 

terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, 

pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, 

dengan jutuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan efektif dalam lingkungan 

keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.4 

Dari beberapa definisi diatas pendidikan nonformal adalah pendidikan kegiatan belajar 

mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik 

 
3 Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta : Bumi aksara.1992) h.50. 
4 Ibid, h.51. 
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tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehinggamampu 

bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. 

Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu didalam kehidupan 

masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan sekolah. Para Nabi dan Rasu1 yang 

melakukan perubahan mendasar terhadap kepercayaan, cara berfikir, sopan santun dan cara-

cara hidup didalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau gerakan 

yang dilakukan bergerak didalam jalur pendidikan non formal sebelum lahirnya Pendidikan 

sekolah. Gerakan atau dakwah Nabi dan Rosul begitu besar porsinya pembinaan yang ditujukan 

pada orang-orang dewasa dan pemuda. 

Para Nabi dan Rosul berurusan dengan pendidikan dan pembangunan masyarakat melalui 

pembinaan orang dewasa dan pemuda yang berlangsungnya diluar sistem persekolahan.5 

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non formal bertanggung jawab 

menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, cakupannya. Dalam kapasitas 

pendidikan non formal yang bersifat multi pupose. 

Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar 

tingkat dasar (basic education) semacam Pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, 

keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup  

bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. 

Ada juga tujuan belajar dijalur Pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan 

pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinnya Pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan 

perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. 

Contoh program Pendidikan non formal yang di tujukan untuk mendapatkan dan   

memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, 

meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan 

 
5 Sanapiah Faisal. Pendidikan non formal Di Dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional. 

(Surabaya: Usaha Offset Printing. 1981) h.80 
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kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi 

dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.6 

Pendidikan non formal memiliki ciri -ciri yang berbeda dari Pendidikan sekolah. Namun 

keduannya pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi . 

Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non 

formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. 

Pendidikan non  formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai 

dengan kebutuhan dalam kehidupan peseria didik. 

2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, 

peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol kegiatan belajarnya. 

3. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak 

berkesinambungan. 

4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat 

dimusyawarahkan   secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik 

5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada 

belajar mandiri. 

6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah 

fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal 

dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan 

sebagai instruktur. 

7. Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan 

sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal 

mungkin. 

 
6 Ishak Abdulhak. Ugi Suprayogi. Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Pustaka. 2012) h.44 
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Jenis dan isi pendidikan non formal pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pendidikan. 

1. Jenis pendidikan non formal berdasarkan fu ngsinya adalah : 

a. Pendidikan Keaksaraan 

Jenis program pendidikan keaksaraan, ia berhubungan dengan populasi 

sasaran yang belum dapat membaca-menulis. Target pendidikannya dari 

program pendidikan keaksaraan ini adalah terbebasnya populasi sasaran 

dari buta baca, buta tulis, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan 

umum. 

b. Pendidikan Vokasional 

Jenis program pendidikan vakasional berhubungan dengan populasi sasaran 

yang mempunyai hambatan didalam pengetahuan dan keterampilannya guna 

kepentingan bekerja atau mencari nafkah. Target pendidikannya dari 

program pendidikan vakasional ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari 

ketidaktahuan atau kekurang mampuannya didalam pekerjaan-pekerjaan 

yang sedang atau akan dimasukinnya. 

Jenis program pendidikan kader berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau 

bakal memangku jabatan kepemimpinan atau pengelola dari suatu bidang usaha 

dimasyarakat, baik bidang usaha, bidang sosial-ekonomi maupun sosial-budaya. Jenis 

pendidikan ini diharapkan hadir tokoh atau kader pemimpin dan pengelola dari kelompok-

kelompok usaha yang tersebar dimasyarakat. 

Jenis program Pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variable populasi sasaran, 

target pendidikannya terbatas pada pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu 

hal. Lingkup geraknya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan, kesehatan, 

lingkungan hukum dan lainnya. 

Jenis program pendidikannya ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, 
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pengembangan minat atau bakat serta hobi.7 lsi program Pendidikan non formal yang 

berkaitan dengan peningkata mutu kehidupan seperti : 

1. Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial, dan budaya. 

2. Pengembangan wawasan dan tata cara berfikir. 

3. Peningkatan Kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan 

4. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan didalam arti luas (sosial, 

ekonomi, politik, ilmu-ilmu kealaman, sejarah dan sebagainya) 

5. Apresiasi seni-budaya (sastra, teater, lukis, tari, pahat dan lain sebagainya) 

Sedangkan isi program pendidikan non formal yang berhubungan dengan keterampilan 

untuk meningkatkan pendapatan (income generating skill), berhubungan dengan penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal bekerja, bekal mendapat 

pendapatan. Seperi pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. 

Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat luas, maka kegiatan tersebut 

perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin keberadaan kegiatan tersebut. Maka ditetapkan 

satuan pendidikan sejenis (UU No. 2003 pasal 26 ayat 4). 

Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam satuan pendidikan yang sejenis (lainnya) menurut 

PP No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Non  Formal  adalah pra sekolah (Kelompok bermain, 

Penitipan Anak), balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, padepokan pencak silat, sanggar 

kesenian, bengkel/teater, lembaga komunikasi edukatif melalui media massa (cetak dan elektronik) 

dan majlis ta’lim (dalam UU No. 20 Tahun 2003 berdiri sendiri menjadi satuan Pendidikan Non 

Formal).8 

 
7 Sanapiah. h.91 
8 E. Mulyasa. Manajemen berbasis sekolah, konsep, strategi, dan implementasi. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2002) h.146 
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Peserta didik Non Formal adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu 

lembaga pendidikan non formal. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik 

adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu 

yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik 

melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.9 

Peserta didik pada jalur pendidikan non formal adalah  warga  masyarakat yang tidak pernah 

sekolah, putus sekolah, anak usia dini, dan pencari kerja yang perlu bekal keterampilan dan mereka 

yang ingin meningkatkan kemampuan/keterampilan profesionalnya untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya di masa depan peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta 

didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur serta dapat mencapai 

tujuan pendidikan sekolah.10 

Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak  

mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok 

masyarakat miskin, daerah tertinggal dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran seperti 

yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.11 

Pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 2 berbunyi: “Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Namun dalam 

kenyataanya sebagian penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan peraturan tersebut. 

Penyelenggaraan pendidikan masih saja bersifat diskriminatif dan tidak menjunjung hak asasi 

manusia. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan di RSBI dulu dengan pelajarannya yang 

 
9 Mulyono. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. ( Jogjakarta: AR-Ruzz Media Groups. 2008) 

h.78 
10 Ary Gunawan. Administrasi Sekolah; Administrasi Pendidikan Mikro. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996) h.9 
11 Naskah UUD 1945 
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begitu padat siswa kehilangan hak-haknya untuk bermain, serta diskriminatif karena hanya siswa 

yang pandai dan mampu saja yang bisa menempuh pendidikan disana.12 

Kita akan masih banyak menemukan beberapa undang-undang yang belum mencapai 

tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentu tidak mudah mencapai 

semua tujuan dengan singkat dan cepat. Tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan 

positif dari pendukung segala aspek masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah. Maka 

penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. 

Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan 

terarah, teratur dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional.13 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis normative.  Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan   

yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau 

hukum yang sedang berlaku secara efektif. 

Program-program Pendidikan Non Formal tidak dibatasi oleh jenjang, orientasi 

belajarnya bersifat praktis, fleksibel dan jangka pendek. Program pembelajaran merupakan 

respon  dari  kebutuhan  mendesak  dari  masyarakat  dan tidak berorientasi pada ijazah. Dalam 

proses perlindungan Hukum Bagi pendidik non formal pendidikan nonformal lebih menekankan 

pada beberapa prinsip seperti: menempatkan warga belajar sebagai subyek yang aktif, 

menekankan pada kebutuhan warga belajar, menggunakan pendekatan partisipatif sejak 

persiapan perencanaan program belajar, pelaksanaan program pembelajaran sampai dengan 

evaluasi kemajuan belajarnya. 

lmplementasi program pendidikan non formal yang tidak terlepas dari keragaman sosial  

budaya, memposisikan keberadaan dan peran pendidik non formal semakin strategis. Dengan 

 
12 Ibid 
13 Soedijarto. Landasan dan arah pendidikan Nasional Kita. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008 
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harapan proses transformasi nilai-nilai keragaman sosial budaya menjadi khasanah 

pembelajaran yang aktual bagi warga belajar. 

Pandangan masyarakat terhadap eksistensi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal tidak 

sekuat bila dibandingkan pandangan mereka terhadap pendidik dan tenaga kependidikan   pendidikan   

formal sehingga memakai dan meningkatakan profesionalisme dan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan non formal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. 

Dapat diidentifikasi beberapa problema bagi perlindungan profesi pendidik non formal. 

Adapun beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut: PHK yang tidak sesuai dengan peraturan. 

Pemberian Imbalan yang tidak wajar/tidak layak. Pembatasan dalam penyampaian opini, 

Pelecehan Profesi Pendidik Non formal. Hambatan-hambatan lain Pendidik Non formal dalam 

melaksanakan tugas. 

Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah 

pada penelitian bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh studi lapangan secara 

langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview. 

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Berupa UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen. 

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber 

bahan hukum, karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan hukum yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. 

Bahan hukum yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada 

dasarnya merupakan bahan hukum tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 

setelah bahan hukum terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 
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Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif 

adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan- 

peraturan atau prinsip prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

Agar mendapatkan kejelasan dalam penelitian disertasi ini, maka dalam bagian ini akan 

memaparkan pertanggungjawaban sistematika pada disertasi ini. 

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena pada bab ini akan memberikan gambaran 

secara umum dari keseluruhan disertasi ini sehingga memudahkan bagi pembaca untuk 

mengetahui keseluruhan dari peda disertasi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

pertanggungjawaban sistematika. 

Pada Bab II, karena dengan adanya bab ini dapat diketahui teori serta landasan hukum 

Hakekat dan Kedudukan Pendidik Pendidikan Non Formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional 

di Indonesia. 

BAB III, karena pada bab ini akan pengaturan pendidik non-formal dalam hukum positif 

di Indonesia. 

Pada Bab IV, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana ada kesimpulan hasil 

analisa dan jawaban atas permasalahan yang ada pada disertasi ini. 

Kesimpulan dengan pembahasan dari bab per bab maka dapat disimpulkan : 

1. Upaya Hukum Dalam Peningkatan Status Kedudukan Pendidik Nonformal Menurut 

Sistem Pendidikan Nasional maka Pendidik non formal maka kedudukan hukumnya 

masih belum diakui oleh pemerintah meski menjadi guru tidak tetap yang bekerja di 

Lembaga Pendidikan swasta, sehingga belum mendapatkan perlindungan dan 

pengayoman pemerintah sebagaimana diberikan kepada guru- guru PNS dan guru-

guru swasta. 
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2. Tidak banyak kasus hukum yang muncul dari kalangan pendidik nonformal maupun 

tenaga kependidikan dalam jalur pendidikan nonformal karena keadaan seperti ini 

menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum atas profesi pendidik non formal 

 

 

Sarannya adalah: 

1. Disarankan agar pendidik nonformal untuk perlindungan melalui jalur hukum 

diperlukan perangkat hukum yang memadai, demikian pula perlindungan melalui 

jalur etika memerlukan perangkat etika yang berupa kode etik, dimana badan 

kehormatan etik sebagai lembaga yang menegakkan adanya pelanggaran kode etik 

tersebut. 

2. Pendidik nonformal, diberi kesempatan untuk berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu, 

3. Disarankan untuk pendidikan nonformal agar fokus pada pemenuhan kebutuhan 

belajar tingkat dasar (hosic educotion) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan 

alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial 

berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, 

serta citra diri dan nilai hidup. 
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